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Abstrak:. Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel dibutuhkan adanya satu jaminan bahwa 

segala aktivitas dan transaksi pemerintahan terekan secara baik dengan ukuran-ukuran yang jelas dan dapat diiktisarikan 

melalui proses akuntansi dalam bentuk laporan, sehingga bisa dilihat segala yang terjadi dan yang terdapat dalam ruang 

entitas pemerintahan tersebut. Tuntutan akuntabilitas dalam sistem pemerintahan semakin ditanamkan untuk mewujudkan 

tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulut dan hanya membahas 

tentang analisis sistim dan prosedur belanja modal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada dinas 

Provinsi Sulut dan tujuannya adalah apakah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulut sudah melakukan pencatatan dan 

pelaporan belanja modal dengan baik atau tidak (sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010), Metode yang digunakan adalan 

metode deskriptif menggunakan sumber data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Dinas Pekerjaan Umum 

Provinsi Sulut telah melaksanakan pengelolaan keuangan sudah sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang standard 

akuntansi pemerintahan. 

 

Kata kunci: Sistem, Belanja Modal, PP Nomor 71 tahun 2010 

 

 

Abstract: In an effort to create a transparent government and account table, there is a need to guarantee that all government 

activities and transactions are well-pressured with clear measures and can be diisikisis through accounting processes in the 

form of reports, so that bias can be seen everything that happens and contained in the entity space the administration. The 

demand for accountability in the government system is increasingly implanted to realize good governance. This research was 

conducted at the Public Works Department of North Sulawesi Province and only discusses the analysis of capital expenditure 

systems and procedures based on Government Regulation Number 71 of 2010 in the North Sulawesi Provincial Office and 

the aim is whether the North Sulawesi Public Works Department has recorded and reported capital expenditure properly or 

not ( in accordance with PP No. 71 of 2010), the method used is descriptive method using secondary data sources. The results 

of this study indicate that the North Sulawesi Provincial Public Works Department has implemented financial management 

in accordance with Government Regulation No. 71 of 2010 concerning government accounting standards 
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PENDAHULUAN 

  Otonomi daerah adalah kebebasan (kewenangan) untuk mengambil atau membuat suatu keputusan politik 

maupun administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Dudung (Dalam Winarno, 2016: 1) 

Di dalam otonomi daerah terdapat kebebasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menetukan apa yang 

menjadi kebutuhan tersebut senantiasa harus disesuaikan dengan kepentingan nasional sebagaimana yang telah 

diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.  

  Pertimbangan mendasar dari terselenggaranya Otonomi Daerah (otoda) adalah ditinjau dari 

perkembangan kondisi didalam negeri yang mengindikasikan bahwa rakyat menghendaki keterbukaan dan 

kemandirian (desentralisasi). Kondisi di luar negeri juga menunjukkan semakin maraknya globalisasi yang 

menuntut daya saing tiap Negara, termasuk daya saing Pemerintahan Daerahnya (Niu, 2016).. Selanjutnya 

peningkatan kemandirian Pemerintahan Daerah tersebut diharapkan dapat diraih melalui otonomi daerah. 

  Otonomi Daerah ini diimplementasikan dalam bentuk kebijakan desentralisasi yang memberikan 

keseimbangan ekonomi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, desentralisasi keuangan pemerintah di 

indonesia yang secara hukum berdasarkan UU No 33 tahun 2004 dimaksudkan sebagai jangkar hukum untuk 

pemerataan pembangunan dan salah satu strategi pemerintah untuk mengurangi kesenjangan antara pemerintah 

pusat dan pemerintah Daerah 

  Selain dari pada itu pendekatan lain yang digunakan adalah line item budget yaitu perencanaan anggaran 

berdasarkan pos anggaran yang telah ada pada periode akuntansi sebelumnya. Pendekatan ini tidak 

memungkinkan pemerintah daerah untuk menghilangkan satu atau lebih pos pengeluaran yang telah ada, 

meskipun pos pengeluaran tersebut sebenarnya secara realitas tidak dibutuhkan oleh unit kerja yang 

bersangkutan.Sementara itu analisis mendalam mengenai struktur, komponen, dan tingkat biaya dari setiap 

kegiatan belum pernah dilakukan. 

  Prosedur akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) meliputi serangkaian proses dari 

pencatatan, pengikhtisaran, sampai pada pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban APBD yang 

dapat dilakukan secara manual ataupun menggunakan aplikasi komputerisasi. Dalam struktur pemerintahan 

daerah satuan kerja perangkat daerah merupakan entitas akuntansi yang memiliki kewajiban melakukan 

pencatatan transaksi – transaksi yang terjadi di dalam lingkungan unit satuan kerja, dalam pelaksanaan keuangan 

daerah terdapat dua jenis satuan kerja perangkat daerah yaitu: (1) Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) (2) 

Satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) Prosedur akuntansi pada SKPD meliputi serangkaian proses 

pencatatan atas pendapatan, belanja aset dan selain aset dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan. Dalam 

pelaksanaan kegiatan pemerintahan belanja merupakan instrument penting untuk menunjang terlaksananya 

program dan kegiatan. Belanja daearah adalah semua pengeluaran dari kas umum/daerah yang mengurangi ekuitas 

dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh 

pemerintah.  

  Standar akuntansi pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun 

dan menerapkan laporan keuangan SAP harus digunakan sebagai landasan utama dalam menyusun laporan 

keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, standar ini diatur dalam PP No. 71 tahun 2010 yang 

merupakan perubahan dari PP No. 24 tahun 2005, kini SAP didasarkan pada basis akrual (PP Nomor 71 Tahun 

2010) tentang standar akuntansi pemerintahan. 

  Perubahan tersebut juga menuntut Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk dapat menerapkan Standar 

Akuntansi Pemerintahan yang berbasis kas menjadi basis akrual sesuai PP No. 71 tahun 2010 tentang standar 

akuntansi pemerintahan yang berorientasi kepada kemajuan laporan keuangan dan pertanggungjawaban  menuju 

good governance, dengan demikian terwujud pemerintahan yang baik, bersih berwibawah, dan bertanggungjawab 

serta bebas dari pengaruh korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). 

  Sebagai Organisasi sektor publik yang bergerak dibidang Penguatan infrastruktur dan sarana 

daerah,Dinas Pekerjaan Umum juga menerapkan sistem dan prosedur pencatatan dan pengelolaan yang termasuk 

di dalamnya membahas anggaran dan belanja. 

  Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara dapat dikatakan sebagai pusat biaya karena ruang 

lingkup kegiatannya mencakup pengadaan infrastruktur daerah. Pengendalian keuangan sangatlah penting 

dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara terutama dalam perosalan sistem dan prosedur 

akuntansi  
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sesuai dengan Prinsip dan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku umum, agar supaya anggaran yang 

ditetapkan dapat membiayai semua kebutuhan program yang dijanlankan serta realisasinya dapat sesuai dengan 

anggaran yang ditetapkan. 

  Maka berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Provinsi 

Sulawesi Utara lebih khusus Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara yang berkenaan dengan 

penganalisaan penerapan akuntansi belanja modal pemerintahan daerah setempat yang tertuang didalam skripsi 

dengan judul : Analisis Sistem Dan Prosedur Belanja Modal Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 

2010 Pada Dinas Pekerjaan Umum Provins Sulawesi Utara 

 

 

LANDASAN TEORI 

Akuntansi Sektor Publik 

Menurut Sujarweni (2016:3-4) menjelaskan Organisasi Sektor Publik adalah organisasi yang berorientasi 

pada kepentingan publik dan bukan untuk mencari laba.Tujuan didirikannya organisasi sektor publik untuk 

menyejahterakan masyarakat dan tidak mencari keuntungan atau laba sebagai hasil akhirnya.Aktifikas utama yang 

dilakukan adalah pelayanan publik misalnya bantuan hokum, pendidikan, kesehatan, keamanan, transportasi 

publik, dan penyediaan pangan. 

Pengertian sektor publik lainnya manyatakan bahwa sektor publik seringkali dipahami sebagai segala 

sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang 

dibayar melalui pajak atau pendapatan Negara lain yang di atur di dengan hukum (Singgima, 2016 :8) 

 

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 

Akuntansi Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi 

yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang ditetapkan dengan 

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005. Dalam PP No. 24 Tahun 2005 Pasal 1 (5) SAP 

adalah serangkaian prosedur manual maupunyang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, 

pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah.Penyusunan SAP sendiri disusun 

oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar 

Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disebut PSAP. (Singkali & Widuri, 2014 : 2). SAP tercantum dalam 

dua lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun2010, yaitu:  

1. SAP Berbasis Akrual Pemerintah menerapkan SAP Berbasis akrual yaitu SAP yang mengakui beban, aset, 

utang dan ekuitas dalam pelaporanpelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, 

dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam 

APBN/APBD. SAP Berbasis Akrual tersebut dinyatakan dalam bentuk PSAP dan dilengkapi dengan Kerangka 

Konseptual Akuntansi Pemerintahan. yaitu pelayanan publik serta nomor rekening perkiraan yang digunakan. 

2. SAP Berbasis Kas Menuju Akrual Penerapan SAP Berbasis Akrual dilaksanakansecara bertahap dari SAP 

Berbasis Kas Menuju Akrual menjadi penerapan SAP Berbasis Akrual. SAP Berbasis Kas menuju Akrual 

yaitu SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang dan 

ekuitas dana berbasis akrual. SAP Berbasis Kas Menuju Akrual dinyatakan dalam bentuk PSAP dan dilengkapi 

dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. PSAP dan Kerangka Konseptual Akuntansi 

Pemerintahan dalam rangka SAP Berbasis Kas Menuju Akrual tercantum dalam Lampiran II Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini dapat 

diberlakukan untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran sampai dengan tahun 

anggaran 2014. Sebelumnya, SAP Berbasis Kas Menuju Akrual digunakan dalam SAP berdasarkan Peraturan 

Pemerintah No. 24 Tahun 2005. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa selama pengakuan 

dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan 

pengukuran berbasis kas. Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut Pasal 

36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dilaksanakan paling lambat lima tahun. Karena itu, 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. 

 

  



ISSN 2303-1174               M.R. Karim., J.J.Sondakh. 

1235 Jurnal EMBA 
    Vol.9 No.1 Januari 2021, Hal. 1232-1241 

Belanja Daerah 
Pernyataan standar akuntansi (PSAP) nomor 2 paragraf 08 menyebutkan belanja pengeluaran rekening 

kas umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam tahun anggaran bersangkutan yang tidak 

diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja daerah merupakan pengeluaran daerah yang 

mengurangi ekuitas atau kekayaan bersih daerah dan tidak dapat diperoleh kembali pembayarannya oleh 

pemerintah (Tanjung, 2011). 

Menurut IASC Framework “Biaya  atau belanja daerah merupakan penurunan dalam manfaat ekonomi 

selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar, atau deplasi aset, atau terjadinya hutang yang mengakibatkan 

berkurangnya ekuitas dana, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada para peserta ekuitas dana”. (Halim, 

2012: 73) 

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 

“Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”. 

 

Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (biasa disingkat SKPD) adalah perangkat Pemerintah Daerah (Provinsi 

maupun Kabupaten/Kota) di Indonesia.SKPD adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar 

penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik. Dasar hukum yang berlaku sejak tahun 2004 untuk 

pembentukan SKPD adalah Pasal 120 UU no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

Gubernur dan wakilnya, Bupati dan wakilnya, atau Walikota dan wakilnya tidak termasuk ke dalam 

satuan ini, karena berstatus sebagai Kepala Daerah. Ke dalam SKPD termasuk Sekretariat Daerah, Staf-staf Ahli, 

Sekretariat DPRD, Dinas-dinas, Badan-badan, Inspektorat Daerah, lembaga-lembaga daerah lain yang 

bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah, Kecamatan-kecamatan (atau satuan lainnya yang setingkat), 

dan Kelurahan/Desa (atau satuan lainnya yang setingkat). 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Jenis Penelitian 

Penelitian tentang Analisis Sistem dan Prosedur Belanja Modal Berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 71 Tahun 2010 Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara merupakan penelitian kualitatif 

dengan pendekatan analisis data deskriptif, dimana proses pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan 

dokumentasi di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara. 

 

Tempat Dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara, Jln Tikala Ares No 80, 

Kelurahan Tikala Ares, Kecamatan Tikala. Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu satu bulan, mulai bulan 

Januari  hingga Februari 2020 

 

Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini, jenis data, yang digunakan adalah data kualitatif, menurut Kuncoro (2013: 145) data 

kualitatif yaitu data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik.Namun, karena dalam statistic semua data harus 

dalam bentukangka, maka di data kualitatif umumnya dikualitatifkan agar dapat diproses lebih lanjut.Data 

kualitatif diperoleh dari pengumpulan data seperti wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau 

observasi.Wawancara dilakukan untuk mengetahui sudut pandang instansi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 

71 Tahun 2010 dan kebijakan belanja modal.Dokumen yang dianalisis adalah data-data atau informasi terkait 

dengan system dan prosedur belanja modal. 

Surwajeni (2014: 73) menyatakan sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian yang 

diperoleh. Data yang digunakan adalah 

 

Data Primer  

Indrianto dan Supomo (2014: 145) menyatakan data primer merupakansumber data penelitian yang 

diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).Sumber data primer dalam penelitian 

ini yaitu melakukan penelitian lansung pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara untuk mendapatkan 

data berupa laporan realisasi anggaran pada beberapa tahun terakhir. 
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Data Sekunder 

Indrianto dan Supomo (2014: 147) menyatakan data sekunder merupakan sumber data penelitian yang 

diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Sumber 

data sekunder dalam penelitian ini yaitu diperoleh dari buku-buku, pencarian informasi internet, Pernyataan 

Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010  yang berlaku umum. 

 

Metode Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan penulis dalam pengumpulan data yaitu proses komunikasi atau interaksi untuk 

mengumpulkan data adalah sebagai berikut: 

 

Wawancara 

 Wawancara, yaitu proses komunikasi atau interaksi untuk pengumpulan informasi dengan cara Tanya 

jawab antara peneliti dengan informasi atau subjek penelitian (Emzir, 2014: 50) wawancara dilakukan dengan 

Tanya jawab dan diskusi langsung dengan pihak yang ditunjuk kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi 

Utara untuk menjelaskan secara singkat mengenai system dan prosedur belanja modal. 

 

Dokumentasi 

 Dokumentasi, dengan mengumpulkan data secara langsung di kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi 

Sulawesi Utara. 

 

Penelitian Kepustakaan 

 Penelitian Kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari sumber-sumber 

kepustakaan berupa buku-buku literature peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen yang 

berhubungan denganpenelitian yang dapat digunakan sebagai dasar teori yang melengkapi proses penyusunan 

skripsi ini. 

 

Metode Analisis 

Metodeanalisis data yang digunakan ialah deskriptif, dimana data dikumpulkan, disusun, di 

interpretasikan dan dianalisis sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagimasalah yang dihadapi. Dengan 

cara: 

1. Memaparkan hasil penelitian dari Dinas Pekerjaan Umum yang berhubungan dengan sistem dan prosedur 

belanja modal. 

2. Mengevaluasi penerapan sistem dan prosedur belanja modal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara.  

3. Memberikan kesimpulan akhir dan saran terhadap pengembangan sistem dan prosedur akuntansi belanja modal 

di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara. 

 

 Data-data yang dianalisis berupa data laporan realisasi anggaran, dan dokumen lain terkaitdengan sistem 

dan prosedur belanja modal. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Sistem dan pelaksanaan dibawah 50 JT 

 
  

Sistem dan pelaksanaan diatas 50 JT 
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Sistem dan Pelaksanaan diatas 50 JT 

 
 

 

Sistem dan Pelaksanaan diatas 50 JT 
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Sistem dan Pelaksanaan diatas 50 JT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembahasan 

 Dalam UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16, dapat dilihat bahwa 

definisi pendapatan dan belanja negara/daerah berbasis akrual karena disana disebutkan bahwa : Pendapatan 

negara/daerah dalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dan 

Belanja negara/daerah adalah kewajiban pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan 

bersih. Namun kita diperkenankan untuk transisi karena saat itu praktik yang ada adalah dengan menggunakan 

basis kas, dimana pendapatan dan belanja diakui saat uang masuk/keluar ke/dari kas umum negara/daerah. 

Dispensasi ini tercantum dalam Pasal 36 ayat 1 UU 17 Tahun 2003 yang intinya ketentuan mengenai pengakuan 

dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun, 

artinya sampai dengan tahun 2008. Untuk masa transisi itulah PP  24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintah terbit, dimana kita memakai basis Kas Menuju Akrual (Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis 

kas, Neraca berdasarkan basis Akrual). Dalam pelaksanaan PP  24 Tahun 2005 tersebut hingga Laporan Keuangan 

Pemerintah tahun 2008 selesai diaudit di tahun 2009, ternyata opini yang didapat pemerintah saat itu masih 

menyedihkan. Untuk itulah, Pemerintah akhirnya berkonsultasi dengan Pimpinan DPR, dan disepakati bahwa 

basis akrual akan dilaksanakan secara penuh mulai tahun 2014. 

Pada tahun 2010 terbit PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah sebagai pengganti PP 24 tahun 

2005. Diharapkan setelah PP ini terbit maka akan diikuti dengan aturan-aturan pelaksanaannya baik berupa 

Peraturan Menteri Keuangan untuk pemerintah pusat maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri untuk pemerintah 

daerah. Ada yang berbeda antara PP 71 tahun 2010 ini dengan PP-PP lain. 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

 Pengertian belanja modal menurut akuntansi adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka 

pembentukan modal yang sifatnya menambah asset tetap yang memberikan manfaat lebih yang termasuk 

didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemerintahan dan merupakan pengeluaran pemerintah 

daerah.Khusnya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulut serta untuk mengetahui apakah keuangan pada pemerintah 

sudah sesuai dengan sistem dan prosedur melalui analisis yang sesuai pengertian dalam PP Nomor 71 tahun 2010. 

Supaya pemerintahannya akuntabilitas,transparan dan partisipasi sesuai prinsip. Good Goverance dalam 

rangka pertanggung jawaban keuangan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulut 

dengan standar akuntansi pemerintah yang dapat diterima oleh semua pihak. 

 

Saran 

Sebagai saran dalam penelitian ini adalah, diharapkan: 

1. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulut, kiranya untuk tahun-tahun berikutnya, hendaknya Dinas Pekerjaan 

Umum provinsi Sulut berpedoman sepenuhnya kepada peraturan pemerintah yang berlaku yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah, agar pengelolaan keuangan dapat terwujud dengan efektif dan efisien serta dapat 

bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. 
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2. Untuk asset tetap dari belanja modal kiranya Dinas Pekerjaan umum Provinsi Sulut dapat melakukan 

pencatatan secara signifikan guna menyajikan laporan keuangan secara benar sesuai aturan yang berlaku. 

 Dengan demikian pencatatan dan pelaporan atas prosedur belanja modal pada Dinas Pekerjaan umum 

Provinsi Sulut telah sesuai dengan peraturan pemerintah PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi 

pemerintah dan sesuai dengan peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang pedoman 

pengelolaan keuangan Negara / Daerah. 
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